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ABSTRAK
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang
dikenal dengan sebutan pinjaman online merupakan platform yang
mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman
melalui internet dengan proses yang mudah dan cepat. Kehadirannya yang
membawa kemudahan menjadi pilihan bagi banyak masyarakat dalam
memenuhi kebutuhannya. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum yang
tidak bertanggungjawab untuk menghadirkan bentuk layanan pinjam
meminjam uang yang bersifat ilegal;-artinya layanan tersebut tidak terdaftar
dan tidak memiliki izinyang: dikeloarkan\oleh ;Otoritas.- Jasa Keuangan.
Mengenai pendaftaran dan perizinan telah diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Masyarakat yang tidak
cermat dan tidak memiliki literasi digital menjadi sasaran dari praktek ini.
Akibatnya masyarakat yang menggunakan layanan tersebut menderita
kerugian baik secara materi maupun kejiwaan. Penelitian ini bertujuan
untuk  mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum terhadap
penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
yang bersifat ilegal di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan
masalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggara layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal di Indonesia? (2)
Apa kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam
pemberantasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi ilegal?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, menggunakan data
primer dan data sekunder. Sumber data primer yang penulis dapatkan
melalui wawancara penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi
Sumatera Barat dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Berdasarkan
hasil penelitian-* ditemukan  bahwa penegakan ~hukum terhadap
penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
ilegal lebih ditekankan pada Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Teknologi karena berdasarkan
pengaduan korban terdapat muatan pemerasan dan pengancaman melalui
media handphone. Dengan penelitian ini juga ditemukan kendala dalam
pemberantasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi ilegal atau pinjaman online ilegal di Indonesia.
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